
TUJUAN (POKIN LEVEL 1)

INDIKATOR TUJUAN (POKIN LEVEL 1)

SASARAN (POKIN LEVEL 2)

INDIKATOR SASARAN (POKIN LEVEL 2)

PROGRAM (SIPD) 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

SASARAN PROGRAM (POKIN LEVEL 3)

INDIKATOR PROGRAM (POKIN LEVEL 3)

KEGIATAN (SIPD) 1.1. PERENCANAAN 

PENGANGGARAN DAN EVALUASI 

KINERJA PERANGKAT DAERAH 

1.2 ADMINISTRASI KEUANGAN 

PERANGKAT DAERAH 

1.3 ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT 

DAERAH 

1.4 PENYEDIAAN JASA PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 

1.5 PEMELIHARAAN BARANG MILIK 

DAERAH PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAH DAERAH 

3.1  KOORDINASI KEGIATAN 

PEMBERDAYAAN DESA 

4.2. KOORDINASI PENERAPAN 

DAN PENEGAKAN PERATURAN 

DAERAH DAN PERATURAN 

KEPALA DAERAH

SASARAN KEGIATAN (POKIN LEVEL 4) 1.1.1.  Tersusunnya Dokumen 

penganggaran dan Pelaporan 

Kinerja  

1.2.1. Meningkatnya  Kepatuhan 

Pengelolaan Keuangan

1.3.1. Terwujudnya kelancaran 

operas ional  perkantoran, 

ketertiban adminis tras i  persuratan 

dan kears ipan, penyediaan logis tik 

kantor, serta  efektivi tas  pelayanan 

1.4.1. Terwujudnya kelancaran 

operas ional  kantor mela lui  

penyediaan tenaga pendukung 

(non-ASN/THL/outsourcing) serta  

penyediaan jasa  pelayanan 

1.5.1.Terwujudnya kelayakan fungs i , 

kes iapan operas ional , dan 

perpanjangan masa manfaat seluruh 

Barang Mi l ik Daerah (BMD) penunjang 

perkantoran guna menjamin 

3.1.1Meningkatnya partis ipas i  

masyarakat da lam pembangunan 

desa  dan kelurahan

4.1.2. Terlaksanannya 

koordinas i   penerapan dan 

penegakan perda perkada

INDIKATOR KEGIATAN (POKIN LEVEL 4) Jumlah Dokumen Penganggaran 

dan Laporan Kinerja  yang disusun 

Jumlah Laporan Adminis tras i  

Keuangan Perangkat Daerah

Presentas i  pemenuhan  

operas ional  perkantoran, 

ketertiban adminis tras i  persuratan 

dan kears ipan, penyediaan logis tik 

kantor, serta  efektivi tas  pelayanan 

Persentase Pemenuhan Layanan 

Jasa  Penunjang Perkantoran

Jumlah Barang Mi l ik Daerah yang di  

Fas i l i tas i  Pemel iharaannya

Persentase partis ipas i  

masyarakat da lam kegiatan 

pemberdayaan desa

Persentase laporan 

penerapan dan penegakan 

perda perkada

SUB KEGIATAN (SIPD) 1.1.1.1. PENYUSUNAN DOKUMEN 

PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

1.1.1.2. KOORDINASI DAN 

PENYUSUNAN DOKUMEN RKA SKPD 

1.1.1.3. KOORDINASI DAN 

PENYUSUNAN DOKUMEN PERUBAHAN 

RKA SKPD  

1.1.1.4. KOORDINASI DAN 

PENYUSUNAN DOKUMEN DPA SKPD 

1.1.1.5. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN 

DOKUMEN PERUBAHAN DPA SKPD 

1.1.1.6. KOORDINASI DAN 

PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN 

KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI  

KINERJA SKPD

1.2.1.1. PENYEDIAAN 

GAJI DAN 

TUNJANGAN ASN 

1.2.1.2. KOORDINASI 

DAN PENYUSUNAN 

LAPORAN KEUANGAN 

AKHIR TAHUN SKPD

1.2.1.3 KOORDINASI DAN 

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

BULANAN 

TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD

1.3.1.1. PENYEDIAAN 

KOMPONEN LISTRIK 

/PENERANGAN BANGUNAN 

KANTOR 

1.3.1.2. PENYEDIAAN  

PERALATAN DAN 

PERLENGKAPAN KANTOR 

1.3.1.3. PEYEDIAAN 

PERALATAN RUMAH 

TANGGA 

1.3.1.4. PEYEDIAAN BAHAN 

LOGISTIK KANTOR 

1.3.1.5. PEYEDIAAN 

BAHAN CETAKAN DAN 

PENGGANDAAN 

1.3.1.6. PEYELENGGARAAN 

RAPAT KOORDINASI DAN 

KONSULTASI SKPD

1.3.1.7. DUKUNGAN 

PELAKSANAAN SPBE PADA SKPD 

1.4.1.1. PENYEDIAAN  JASA KOMUNIKASI 

SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 

1.4.1.2. PENYEDIAAN  JASA 

PELAYANAN UMUM KANTOR

1.5.1.1. PENYEDIAAN  JASA 

PEMELIHARAAN , BIAYA 

PEMELIHARAAN DAN PAJAK 

KENDARAAN PERORANGAN DINAS 

ATAU KENDARAAN DINAS 

JABATAN 

1.5.1.2.  PENYEDIAAN JASA 

PEMELIHARAAN,BIAYA 

PEMELIHARAAN, PAJAK DAN 

PERIJINAN KENDARAAN 

PERORANGAN DINAS 

OPERASIPONAL ATAU LAPANGAN

1.5.1.3 PEMELIHARAAN 

PERALATAN DAN MESIN 

LAINNYA

1.5.1.4. 

PEMELIHARAAN/REHABILIT

ASI GEDUNG KANTOR DAN 

BANGUNAN LAINNYA

2.1.1.1. PENINGKATAN 

EFEKTIFITAS KEGIATAN 

PEMERINTAHAN DI TINGKAT 

KECAMATAN 

3.1.1.1. PENINGKATAN 

PARTISIPASI 

MASYARAKAT DALAM 

FORUM MUSRENBANG  

DESA

3.1.1.2. PENINGKATAN 

KAPASITAS LEMBAGA 

KEMASYARAKATAN

3.1.1.3. FASILITASI 

PENGEMBANGAN USAHA 

EKONOMI MASYARAKAT

4.1.1.1. SINERGITAS DENGAN 

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA , TENTARA 

NASIONAL INDONESIA , DAN 

INSTANSI VERTIKAL DI 

WILAYAH KECAMATAN 

4.1.1.2. KOORDINASI/SINERGI 

DENGAN PERANGKAT DAERAH 

YANG TUGAS DAN FUNGSINYA 

DI BIDANG PENEGAKAN 

PERATURAN PERUNDANG-

UNDANGAN DAN/ATAU 

KEPOLISIAN RI

5.1.1.1. FASILITASI  

PENYUSUNAN PERATURAN 

DESA DAN PERATUARN KEPALA 

DESA

5.1.1.2. FASILITASI 

ADMINISTRASI TATA 

PEMERINTAHAN DESA

5.1.1.3. FASILITASI  

PENGELOLAAN KEUANGAN 

DESA DAN PENDAYA GUNAAN 

ASET DESA

5.1.1.4. FASILITASI  

PELAKSANAAN TUGAS 

DAN FUNGSI BADAN 

PERMUSYAWARATAN 

DESA

5.1.1.5. FASILITASI  

SINKRONISASI 

PERENCANAAN 

PEMBANGUNAN 

DAERAH  DENGAN 

PEMBANGUNAN DESA

SASARAN SUB KEGIATAN (SIPD) Tersusunnya dokumen 

Perencanaan Perangkat daerah 

Tersusunnya  Dokumen RKA SKPD Tersusunya Dokumen perubahan 

RKA SKPD  

Tersusunya  Dokumen DPA SKPD Tersusunya Dokumen perubahan DPA 

SKPD  

Tersusunya Dokumen LKIJP Terlaksananya 

Pembayaran Gaji  

dan Tunjangan ASN 

Tersusunyaa Dokumen 

LALPORAN Keuangan 

Akhir Tahun 

Tersusunnya Laporan keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran 

SKPD

Tersedianya Komponen 

Lis trik / Penerangan Kantor 

Tersedianya paket 

pera latan dan 

perlengkapan kantor 

Tersedianya paket 

pera latan Rumah tangga 

Tersedianya paket  Bahan 

Logis tik kantor 

Tersedianya bahan 

cetakan dan 

penggandaan 

Terselenggaranya rapat 

koordinas i  dan 

konsultas i  SKPD

Terselenggarannya dukungan 

pelaksanaan SPBE pada SKPD

Tersediannya jasa  komunikas i  sumber 

daya a i r dan l i s trik

Tersediannya jasa  pelayanan 

umum kantor

Tersediannya jasa  

pemel iharaan dan biaya  

pemel iharaan dan pajak 

kendaraan dinas

Tersediannya jasa  

pemel iharaan,biaya  

pemel iharaan,pajak dan 

perizinan kendaraan dinas  

Tersediannya pemel iharaan 

pera latan dan mes in la innya

Tersediannya 

pemel iharaan/rehab 

gedung kantor dan 

bangunan la innya

Terselanggarannya 

efekti fi tas  kegiatan 

pemerintahan di  tingkat 

kecamatan

Terselenggarannya 

peningkatan 

partis ipas i  

masyarakat da lam 

forum Musrenbang 

desa

Terselenggarannya 

peningkatan 

kapas i tas  lembaga 

kemasyarakatan

Terselenggarannya 

fas i l i tas i  pengembangan 

usaha ekonomi  masyarakat

Terselenggarannya 

s inergi tas  dengan  

kepol is ian RI,TNI dan 

instans i  vertika l  diwi layah 

kecamatan

Terselenggarannya 

koordinas i/s inergi  dengan 

perangkat daerah dibidang 

penegakan peraturan 

perundang-undangan

Terselenggarannya fas i l i tas i  

penyusunan peraturan desa  

dan peraturan kepala  desa

Terselenggarannya 

fas i l i tas i  adminis tras i  

tata  pemerintahan desa

Terselenggarannya fas i l i tas i  

pengelolaan keuangan desa  

aset desa

Terselenggarannya 

fas i l i tas i  pelaksanaan 

tugas  dan fungs i  BPD

Terselenggarannya 

fas i l i tas i  s inkronisas i  

perencanaan 

pembangunan daerah 

dengan 

pembangunan desa

INDIKATOR SUB KEGIATAN (SIPD) Jumlah dokumen perencanaan 

perangkat daerah

Jumlah Dokumen RKA SKPD Jumlah Dokumen RKA SKPD 

Perubahan 

Jumlah Dokumen DPA SKPD Jumlah Dokumen DPA SKPD Perubahan Jumlah Dokumen LKIJP Jumlah ASN / Bulan Jumlah Dokumen 

Laporan Keuangan 

Akhir Tahun 

Jumlah Dokumen Laporan 

keuangan 

Bulanan/Triwulanan/Semesteran

Jumlah paket Komponen 

Lis trik / Penerangan Kantor 

Jumlah Paket Pera latan 

dan perlengkapan kantor 

Jumlah Paket Pera latan 

Rumah Tangga 

Jumlah Paket Logis tik kantor Jumlah paket cetakan 

dan penggandaan

Jumlah dokumen has i l  

penyelenggaraan rapat 

koordinas i  dan 

konsultas i  SKPD

Jumlah paket SPBE Jumlah paket jasa  komunikas i  sumber 

daya a i r dan l i s trik

Jumlah jasa  pelayanan umum 

kantor

Jumlah unit jasa  pemel iharaan 

dan pemel iharaan pajak 

kendaraan dinas  

Jumlah unit 

pemel iharaan,biaya  

pemel iharaan dan pajak 

perizinan kendaraan dinas

Jumlah unit pemel iharaan 

pera latan dan mes in la innya

Jumlah unit 

pemel iharaan/rehab  

gedung kantor dan 

bangunan la innya

Jumlah dokumen laporan 

efekti fi tas   kegiatan 

pemerintahan 

Jumlah dokumen 

laporan kegiatan 

peningkatan 

partis ipas i  

masyarakat da lam 

forum  Musrenbang 

Jumlah dokumen 

laporan peningkatan 

kapas i tas  lembaga 

kemasyarakatan

Jumlah laporan 

pengembangan usaha 

ekonomi  masyarakat yang 

di fas i l i tas i

Jumlah laporan kegiatan 

s inergi tas  dengan 

kepol is ian,TNI dan instans i  

vertika l  la innya

Jumlah  laporan 

koordinas i/s inergi tas  dengan 

perangkat daerah dibidang 

penegakan peraturan 

perundang-undangan

Jumlah laporan fas i l i tas i  

penyusunan peraturan desa  

dan peraturan kepala  desa

Jumlah laporan fas i l i tas i  

adminis tras i  tata  

pemerintahan desa  

Jumlah laporan fas i l i tas i  

pengelolaan keuangan desa  

dan aset desa

Jumlah laporan 

fas i l i tas i  pelaksanaan 

tugas  dan fungs i  BPD

Jumlah laporam  

fas i l i tas i  s inkronisas i  

perencanaan 

pembangunan daerah 

dengan 

pembangunan desa

4.1 Meningkatnya Koordinas i  Ketentraman dan ketertiban umum di  Wi layah Kecamatan Cerme

 Persentase  gangguan  trantibum di  kecamatan yang di  tangani

5.1. meningkatnya Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa 

Persentase pembinaan dan pengawasan adminis tras i  pemerintahan desa   

5.1. FASILITASI REKOMENDASI DAN KOORDINASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA2.1 KOORDINASI PENYELENGGARAAN  KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT 

KECAMATAN

3.2. PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN 

TINGKAT KECAMATAN 

4.1 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

2.1.1 Meningkatnya fas i l i tas i  penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di  tingkat 

kecamatan

Jumlah kegiatan yang di fas i l i tas i

3.2.1. Meningkatnya  kapas i tas , kemandirian, dan 

peran akti f Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan 

dalam mendukung pembangunan kewi layahan serta  

partis ipas i  masyarakat di  tingkat kecamatan.

Persentase Lembaga Kemasyarakatan  di  Wi layah 

Kecamatan yang Akti f dan Terbina

4.1.1 Terlaksananya tindak lanjut laporan gangguan trantibuml inmas

 Persentase laporan gangguan trantibuml inmas  yang di tindaklanjuti

5.1.1.Meningkatnya fas i l i tas i  adminis tras i  pemerintahan desa/kelurahan

 Persentase desa/kelurahan yang di  fas i l i tas i  adminis tras i  pemerintahan 

Meningkatnya kepuasan masyarakat atas  pelayanan publ ik di  kecamatan

Meningkatnya kual i tas  pelayanan publ ik di  Kecamatan 

 Indeks  Pelayanan Publ ik

3.  PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

 IKM Kecamatan

2.PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1.1. terwujudnya kelancaran, efis iens i , efektivi tas , dan akuntabi l i tas  pelaksanaan operas ional  serta  adminis tras i  internal  perangkat daerah.

 Persentase Pemenuhan Layanan Penunjang Urusan  Perangkat Daerah

2.1. Meningkatnya Fas i l i tas i  penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan 

publ ik.

3.1 Meningkatnya Fas i l i tas i  Pemberdayaan Masyarakat Desa  dan kelurahan 

 Persentase layanan yang diselesa ikan tepat waktu  Persentase Fas i l i tas i  Kegiatan Pemberdayaan masyarakat desa  dan kelurahan




